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Assalamu’alaikum wr. wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu
ke-5 (lima) Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2015-2019.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang
penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang akan
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2019
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam mencapai visi dan misi
serta tujuan organisasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) telah diupayakan dengan
sebaik-baiknya, namun disadari jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan
koreksi sangat diharapkan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun Reviu ke-5 (lima)
Renstra ini, dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara

maksimal.

Wassalam,
Jakarta;

' .‘H."M’ohammad Yamin Awie, S.H., M.H.
. 19561203 198103 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak
terlepas dari terbentuknya peradilan agama itu sendiri. Secara yuridis formal,
peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem
kenegaraan RI lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) berdasarkan suatu
Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit), yakni Raja Willem Il tanggal 19
Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152,
terdiri dari 7 pasal.

Keputusan Raja Belanda itu baru dinyatakan berlaku setelah ada
desakan dari umat Islam, pada tanggal 1 Agustus 1882. Pemerintah Belanda
pada tahun 1937 mengeluarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 Tentang
Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (Hof voor Islamietische
Zaken/Mahkamah Islam Tinggi) untuk Jawa dan Madura, berkedudukan di
Jakarta, mulai berlaku 1 Januari 1938.

Kantor tersebut resmi dibuka pada tanggal 7 Maret 1938 M. bertepatan
tanggal 5 Muharam 1357 H., bertempat di Gedung Cikini No. 8 Jakarta,
menjabat sebagai ketua adalah K.H. Moehammad Isa. Peresmian tersebut
dihadiri oleh Wakil Direktur Van Justitie sebagai wakil pemerintah dan wakil
dari lapisan masyarakat. Tahun 1941, K.H. Moehammad Isa meninggal
dunia. Kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat
keputusan Nomor 6 tanggal 11 Agustus 1941 yang berisi pengangkatan K.H.
Moehammad Adnan, seorang penghulu di Surakarta sebagai Ketua
Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta.

Kemudian karena situasi Jakarta yang tidak kondusif Menteri
Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2
Januari 1946 yang berisi bahwa mulai 1 Januari 1946 memindahkan
Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta ke Surakarta untuk waktu yang tidak dapat
ditentukan lamanya. Atas dasar surat keputusan tersebut, K.H. Moehammad
Adnan memindahkan Mahkamah Islam Tinggi tersebut ke Surakarta. Setelah
kuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27
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Desember 1949, suasana negeri mulai kondusif. Pusat pemerintahan
Republik Indonesia kembali berpusat di Jakarta dan kantor serta lembaga
negara kembali dipindahkan ke Jakarta. Tetapi Mahkamah Islam Tinggi tidak
kembali dipindahkan ke Jakarta, ia tetap berada di Surakarta dan menjadi
terkenal dengan nama Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang
Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Bandung dan
Surabaya. Kemudian 1980, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyeragaman Penyebutan,
dimana untuk tingkat banding menggunakan nomenklatur pengadilan tinggi
agama dan untuk tingkat pertama menjadi pengadilan Agama. Dalam hal ini
Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi Pengadilan Tinggi Agama
Surakarta.

Tahun 1985, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 tentang Pemindahan
Mahkamah Islam Tinggi dari Surakarta ke Ibukota Negara di Jakarta.
Keputusan itu baru terlaksana dengan diresmikan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, dengan ketuanya Drs. H.M.
Taufik. Maka sejak tahun 1987, secara otomatis pengadilan agama yang
sudah ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi berada di bawah
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Pada saat itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menempati gedung
milik Kementerian Agama RI, yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 42,
Jakarta Pusat. Selanjutnya sejak tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta pinjam pakai gedung milik Pemda Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta di Jalan Radin Inten 1l No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur sampai
sekarang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga
pelaksana kekuasaaan kehakiman dalam melaksanakan program dan
kegiatannya berpedoman pada Tahapan Pembangunan dan Arahan

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
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(RPJM) | 2005-2009, RPJM Il 2010-2014, RPJM Il 2015-2019 dan RPJM
IV 2019-2025.

Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan = Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada saat ini dalam RPJM IV yang
menetapkan bahwa:

reformasi birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional serta
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan IImu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
yang terus meningkat.

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi
pada Lembaga Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung.

Pada bulan Juli 2016 Mahkamah Agung memantau pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang dalam
pelaksanaannya agar menyiapkan dokumen terkait dengan 8 area
perubahan di pengadilan yaitu:

Area Mental Aparatur
Area Pengawasan
Area Akuntabilitas
Area Kelembagaan
Area Tata Laksana
Area SDM Aparatur

Area Peraturan Perundang-undangan dan

© N o g A~ WD PRE

Area Pelayanan Publikasi.

Dokumen tersebut diantaranya ketersediaan Standar Operasional
Prosedur (SOP), undangan rapat, notula rapat, daftar hadir rapat, surat
keputusan yang terkait dengan reformasi birokrasi serta ketersediaan
peraturan baik dalam segi teknis maupun peraturan dalam non teknis.

Posisi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta di Ibukota Negara

diharapkan bisa menjadi project atau etalase performance peradilan tingkat

.
~

banding dan peradilan tingkat pertama se-Indonesia. Hal tersebut sejalan
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dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi
dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih
memadai, salah satunya seperti memanfaatkan teknologi informasi dengan
tersedianya website untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para
pencari keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta tentang sarana dan prasarana adalah gedung
kantor yang ditempati saat ini adalah pinjam pakai gedung milik Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu keterbatasan alat
pengelolaan data untuk mendukung pemantapan e-governance dan pilot
project Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
dan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS-MARI) juga
e-keuangan perkara dan e-register perkara. Kuantitas dan kualitas sumber
daya manusia terbatas dengan anggaran yang ada.

Guna mendukung proses pelayanan berperkara di Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta dan seluruh satuan kerja peradilan agama se-DKI
Jakarta telah mengoptimalkan penggunaan website dan telah melaksanakan
program unggulan Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi proses penyelesaian
perkara dengan menggunakan aplikasi SIPP serta sosialisasi aplikasi SIWAS
Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai sarana penunjang
kemudahan untuk memperoleh layanan informasi perkara baik kepentingan
tugas pokok dan fungsinya maupun kemudahan akses bagi masyarkat
pencari keadilan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA)
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagai tuntunan undang-undang yaitu adanya
pemisahan Panitera dan Sekretaris. Pengadilan Tinggi Agama dan
Pengadilan Agama se Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan
pelantikan dan penyumpahan sesuai arahan dan petunjuk Mahkamah Agung
RI.

Arahan dan petunjuk Mahkamah Agung mengenai Reformasi Birokrasi
terhadap peradilan di Indonesia salah satunya dengan memiliki Sertifikat
International Organization for Standardization (ISO). Pengadilan Tinggi
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Proses pelaksanaan dan penyusunan ISO ini lebih kurang 6 bulan untuk
mendapatkan Sertifikat 1SO 9001:2015 dari Badan penetap standar
internasional melalui badan penetapan standarisasi nasional yaitu TUV
NORD Indonesia dengan Certificate Registration No.16 00 F 16071 tanggal
21 Juni 2016.

Dalam mendukung ISO 9001:2015 tersebut Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta membuat kebijakan mutu sebagai syarat penilaian audit
sertifikasi 9001:2015. Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
yaitu:
Dalam rangka mewujudkan visi misi Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta menjadi Lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta menetapkan kebijakan mutu dalam penyelesaian
perkara banding untuk memberikan kepuasan rasa keadilan pencari

keadilan dengan azas sederhana, cepat, biaya ringan, transparan,
akuntabel dan berkelanjutan.

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta juga telah mendapatkan ISO sebanyak 5 satuan kerja yaitu:

Tabel. 1.1. Data Nama Yang Memperoleh Sertifikat ISO

No Nama Satuan Kerja Jenis Sertifikat ISO Tahun
1 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 9001:2015 2016
2 Pengadilan Agama Jakarta Pusat 9001:2008 2015
3 Pengadilan Agama Jakarta Barat 9001:2015 2016
4 Pengadilan Agama Jakarta Timur 9001:2015 2016
5 Pengadilan Agama Jakarta Selatan 9001:2008 2015
6 Pengadilan Agama Jakarta Utara 9001:2008 2016

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama yang berorientasi
kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima bagi
pengguna jasa peradilan maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI menerbitkan surat Nomor 2971/DjA/OT.01.3/07/2017
tanggal 27 Juli 2017 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan
Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Pada tahun 2018 sesuai Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan

(®) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJTAKARTA™ 0 :
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Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4093/DjA/HM.01.1/11/2017 tanggal 21
November 2017 perihal Rapat Koordinasi dan Penyerahan Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dari Hasil Penilaian Akreditasi
Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2017 untuk 4 (empat) peradilan
agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan selanjutnya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 1645/DjA/HM.00/07/2018 tanggal 6 Juli 2018
perihal Pembinaan dan Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
Peradilan Agama di Balikpapan, Kalimantan Timur serta penerimaan SAPM
untuk Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sesuai dengan surat Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2248/DjA/HM.00/1X/2018 tanggal 4
September 2018 perihal Pembinaan dan Penyerahan Penghargaan

Implementasi Program SAPM dan PTSP Peradilan Agama di Denpasar Bali.

Tabel. 1.2. Data Nama Yang Memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama

1 | Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Terakreditasi A 2018
2 | Pengadilan Agama Jakarta Pusat Terakreditasi A 2018
3 | Pengadilan Agama Jakarta Barat Terakreditasi A 2017
4 | Pengadilan Agama Jakarta Timur Terakreditasi A 2017
5 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terakreditasi A 2017
6 | Pengadilan Agama Jakarta Utara Terakreditasi A 2017

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:
3539/DJA/HM.00/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penerapan
Zona Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan
Agama, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI
Jakarta telah melaksanakan pencanangan zona integritas.

Setelah melalui perjalanan yang panjang Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta berhasil dianugerahi predikat Zona Integritas wilayah bebas dari
korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada tanggal 10 Desember 2019

(©) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKART
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Tabel. 1.3. Data Nama Peraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

NO NAMA SATUAN KERJA PENCANANGAN WBK
1 | Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 2019 2019
2 | Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2019 2019
3 | Pengadilan Agama Jakarta Barat 2018 -

4 | Pengadilan Agama Jakarta Timur 2019 2019
5 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2016 2019
6 | Pengadilan Agama Jakarta Utara 2019

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta menetapkan prioritas pelayanan perkara dan pelayanan
masyarakat pencari keadilan dengan mengoptimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi sebagai prioritas pada tahun kedepan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan. Tugas pokok dan fungsi
peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan

kesekretariatan peradilan.

1.2. Potensi Permasalahan

a. Kekuatan (Strength)

1) Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di
wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2) Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas;

3) Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan
yang berlaku);

4) Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten;

5) Adanya Renstra atau Program Tahunan;

6) Adanya komitmen Pakta Integritas yang telah ditandatangani
seluruh pegawai;

7) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

8) Adanya Job description dan SK Sebagai Payung Hukum;

9) Dukungan sistem berbasis Web/Desktop;

10) Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan dan sudah melaksanakan
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A Excelent

dan memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari

— B 7
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korupsi;

11) Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi
dan mutasi) pegawai di yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta;

12) Terdapat informasi kepada masyarakat tentang informasi perkara
yang terdapat dalam website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
dan SIPP.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek:

1) Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta belum mempunyai
kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan
kebutuhan;

2) Terbatasnya jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta,;

3) Sarana dan prasarana Yyang dimiliki belum memadai dan

ketersediaan anggaran yang terbatas.

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa
aspek:

1) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta selaku pengadilan tingkat banding yang
mempunyai kedudukan yang sama dengan empat lingkungan tingkat
banding lainnya;

2) Adanya kemudahan mengakses informasi apapun dari Mahkamah
Agung RI dan lembaga lainnya;

3) Adanya tunjangan Kkinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja;

4)

= Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung RI

’:5—‘;\ - s i . m - = ' — 8
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. Adanya sosialisasi bimbingan teknis pelatihan yang dilaksanakan
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untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

5) Adanya kemudahan mencari narasumber yang kapabilitas dalam
melakukan bimtek di tempat kerja dari Mahkamah Agung RI;

6) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengawas Mahkamah Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan RI
secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan
agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

7) Adanya pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung
Rl dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI terhadap Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan
jajarannya;

8) Dukungan dan koordinasi yang baik antar instansi di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

d. Tantangan yang Dihadapi (Threats)

1) Beragam/kompleksitas perkara yang diajukan pada tingkat
banding, sehingga hakim-hakim yang ditempatkan harus mempunyai
integritas, kapabilitas dan professional;

2) Anggaran, sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan;

3) Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum

sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

e. Pihak Berkepentingan

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta, sebagaimana tabel di bawah ini:

(©) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKAR]
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Tabel 1.4. Pihak Berkepentingan Yang Mempengaruhi Jasa Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta

Klasifikasi Pihak
Pihak Berkepentingan Berkepentingan

Kunci | Utama |Penunjang
Masyarakat pencari keadilan (para pihak) X

‘ Mahkamah Agung RI X

‘ Ditiend Badan Peradilan Agama X
g‘ Pengadilan Agama Wilayah DKI Jakarta X

Seluruh pengadilan 4 lingkungan di wilayah X

DKI Jakarta
q‘ PT. Bank Rakyat Indonesia X

‘ PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah X

‘ PT. Kantor Pos Indonesia, TIKI, dan JNE X

‘ Advokat/Pengacara X

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan X
Lelang (KPKNL)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara X
(DJKN)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara X

(KPPN)

‘ Direktorat Jenderal Perbendaharaan X
-” PT. Tabungan Pensiun (TASPEN) X
-H Badan Kepegawaian Negara Regional V X

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial X

(BPJS) Kesehatan
i‘ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X
-” Perusahaan Listrik Negara (PLN) X
-” PT. Telkom Indonesia X
-H PT. Aetra Air Jakarta X
i” Perguruan Tinggi X
.‘ Sekolah Menengah Kejuruan X

Penyedia Barang dan Jasa Pengadilan X

Tinggi Agama DKI Jakarta
iﬂ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta X

‘ Dinas Pemadam Kebakaran X

‘ Badan Penanggulangan Bencana Daerah X
) (BPBD DKI Jakarta)
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f. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 1.5. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Masyarakat pencari
keadilan (para pihak)

Mahkamah Agung RI

Ditiend Badan
Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTA

REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2@15-201S.

Putusan memenuhi rasa
keadilan

Hasil Produk pengadilan

diterima tepat waktu

Persidangan perkara tepat

waktu dan transparan

Biaya perkara terjangkau

Pekara Banding segera

diputus dan diselesaikan

Meningkatkan realisasi
anggaran DIPA 01 guna

perbaikan dan pemenuhan

sarana dan prasarana
Memberikan laporan
administrasi umum yang
akurat

Terserapnya realisasi
anggaran DIPA 04 guna
peningkatan kualitas
dukungan manajemen
peradilan

Dilakukan eksaminasi
secara berkala dan
pembinaan secara
simultan kepada
aparatur pengadilan
Penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP hidang
kepaniteraan berjalan
sesuai ketentuan
Penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP bidang
kepaniteraan berjalan
sesuai ketentuan
penetapan biaya
perkara berdasarkan
pada Peraturan
Perundangan yang
berlaku

Manajemen SDM yang
kompeten; penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP bidang
kepaniteraan; dan
penerapan

teknologi informasi
yang handal untuk
mendukung layanan
masyarakat pencari
keadilan

Mengajukan usulan
anggaran secara
intens dan hierarkis

Membuat laporan
administrasi umum
secara akurat dan
tepat waktu
Mengajukan usulan
anggaran DIPA

04 secara intens dan
hierarkis




Pengadilan Agama
Wilayah DKI Jakarta

Seluruh pengadilan 4
lingkungan di wilayah
DKI Jakarta

PT. Bank Rakyat
Indonesia

PT. Bank Rakyat
Indonesia Syariah

PT. Kantor Pos
Indonesia, TIKI, dan
IJNE

Advokat/Pengacara

Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL)

Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara
(DJKN)

Kantor Pelayanan
Perbendaharaan
Negara (KPPN)

Penyampaian laporan
perkara secara tepat waktu

Pelayanan di bidang
kesekretariatan dapat
dilakukan dengan cepat
dan tepat

Pelayanan dalam
penanganan perkara
banding dapat dilakukan
dengan cepat dan efektif

Adanya koordinasi,
pembinaan dan
pengawasan

Melakukan komunikasi dan
koordinasi secara intensif
dalam penyampaian laporan

Pencairan DIPA dan
remunerasi Pegawai

Pembayaran gaji pegawai
tetap dan tenaga

Kontrak melalui Bank BRI
Syariah

Meningkatnya pengiriman
dan penerimaan dokumen-
dokumen berkaitan dengan
kesekretariatan dan
Kepaniteraan melalui
kantor

Mendapatkan pelayanan
hukum bagi kliennya secara
cepat dan tepat

Adanya laporan aset yang
akurat

Penetapan aset BMN

Penjualan aset secara
lelang

Menyampaikan laporan
penggunaan BMN secara
akuntabel

Pengajuan gaji dan
pertanggungjawaban
keuangan dengan akurat

Membuat laporan
perkara secara tepat
waktu

Penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP bidang
Kesekretariatan
Penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP bidang
kepaniteraan berjalan
sesuai ketentuan
Pelaksanaan rapat
koordinasi dan evaluasi
secara berkala

Adanya koordinasi yang
baik dalam pelaksanaan
kegiatan maupun dalam
penyampaian laporan
keuangan

Melakukan pencairan
dana APBN dan
remunerasi

Melakukan koordinasi
dalam pencairan gaji

Penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP bidang persuratan

Menetapkan syarat bagi
proses jalannya
persidangan dengan
menyiapkan

softcopy memori dan
kontra memori
Melakukan rekonsiliasi
tepat waktu dan akurat
Melakukan pengajuan
Penetapan status
penggunaan BMN
Melakukan penjualan
aset secara lelang
Menginventarisasi
BMN dan
memanfaatkan

secara tepat guna
Melakukan pengajuan
gaji dan laporan
pertanggungjawaban
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Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan

PT. Tabungan
Pensiun (TASPEN)

Badan Kepegawaian
Negara Regional V

Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan

Kantor Pelayanan
Pajak (KPP)

Perusahaan Listrik
Negara (PLN)

PT. Telkom
Indonesia

PT. Aetra Air Jakarta

Perguruan Tinggi

dan tepat waktu

Menyampaikan
rekonsiliasi penyerapan
anggaran secara
akurat dan tepat waktu

Peningkatan ketertiban
pelaksanaan anggaran
dan pelaporannya

Memberikan data yang
akurat bagi PNS yang
akan memasuki usia
pensiun

Koordinasi yang baik
dalam pengelolaan
Kenaikan Pangkat
Pensiun, Kartu

Pegawai, Kartu Suami/lstri

Pelayanan jaminan
kesehatan para pegawai
melalui Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan
Pembayaran pajak tepat
waktu

Pembayaran listrik tepat
waktu

Pembayaran Jasa
telekomunikasi tepat waktu

Pembayaran Langganan
Air tepat waktu

Tersedianya hasil
penelitian dan riset terkait
data yang dibutuhkan

keuangan dengan
akurat dan sesuai
jadwal

Memuat dokumen
pencairan secara teliti
dan tepat waktu
untuk verifikasi dan
disetujui

Penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP bidang keuangan
dan pelaporan berjalan
sesuai ketentuan
Membuat perencanaan
dan melaksanakan
perencanaan anggaran
yang sudah ditargetkan

Penetapan,
pelaksanaan,
pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
SOP hidang
kepegawaian berjalan
sesuai ketentuan
Menyiapkan,
melengkapi dan
mengirim data sesuai
waktu yang ditentukan
oleh peraturan
kepegawaian
Meningkatkan
kerjasama dan
kordinasi untuk
pelayanan jaminan
kesehatan bagi pegawai
Meningkatkan
pemantauan SOP
bidang keuangan serta
meningkatkan kualitas
SDM dan intensifkan
pengawasan baik dalam
dan luar kedinasan
Melakukan

koordinasi secara
berkala

Melakukan

koordinasi secara
berkala

Melakukan

koordinasi secara
berkala

Menjalin komunikasi
dan kerja sama antar
lembaga/instansi
dengan baik
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Sekolah Menengah
Kejuruan

Penyedia Barang dan
Jasa Pengadilan
Tinggi Agama DKI
Jakarta

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Dinas Pemadam
Kebakaran

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
(BPBD DKI Jakarta)

Tersedianya SDM yang
berkualitas dan siap kerja
(Praktik Kerja Lapangan)

Pemenuhan barang dan
jasa

Komunikasi dan
koordinasi yang baik

Terlaksananya sosialisasi
penanggulangan bencana
kebakaran

Terlaksananya sosialisasi
penanggulangan bencana
alam

Menjalin komunikasi
dan kerja sama antar
lembaga/instansi
dengan baik
Melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan
penyedia barang dan
jasa

Meningkatkan
kerjasama dan
koordinasi

Melakukan
koordinasi secara
berkala

Melakukan

koordinasi secara
berkala

(®) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAK
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BAB II
VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Dan Misi
A. Visi

Bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
sebagai perubahan kedua atas Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama telah menambah eksitensi dan kedudukan
pengadilan agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan
terhadap sumber daya manusia aparatur peradilan agama harus lebih
diintensifkan lagi, namun di samping itu juga pemenuhan sarana
prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se
DKI Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah
Agung RI, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus
mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari
keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah
Agung RI.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun
2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja
dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
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dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai
visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengacu pada Visi
Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
YANG AGUNG”
Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik.
Misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;

2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari
keadilan;

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Upaya mengimplementasikan visi dan misi tersebut, diperlukan
suatu penelahaan mendalam atas segala permasalahan yang ada,
penetapan rencana dan strategi yang tepat, serta penyusunan program
kerja yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada.
Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan
Pengadilan Agama se-DKI Jakarta menyusun laporan pelaksanaan
tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat
menjadi bahan Kkajian, evaluasi dan proyeksi kedepan sekaligus
memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di
DKI Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus
informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI
Jakarta yang prima.
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2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis
A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan
strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(ima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berusaha
mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam
memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi
dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan
berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun
kedepan. Sasaran yang dijalankan Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta sesuai surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta Nomor W9-A/2514/0T.01.3/12/2019 tanggal 31 Desember 2019
tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Indkator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini

adalah:

2 a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
_ S == 17
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b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi;

d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini

adalah:

a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu;

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu

1 hari setelah putus.

Tabel 2.1. Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja

Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang
Peradilan yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan Akuntabel b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

c. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

d. Index responden pengadilan
tingkat pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta

Penigkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan

Pengelolaan Penyelesaian perkara yang dikirim ke

Perkara pengadilan pengaju tepat
waktu

b. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah putus
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Gambar 2.1 Skema Renstra Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

VISI
“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”

\ \

Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Penigkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
akuntabel perkara
Indikator 1 Indikator 1
> Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase salinan putusan perkara yang <
dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Indikator 2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat Indikator 2 .
waktu Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus
Indikator 3

Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi

Indikator 4
Index responden pengadilan tingkat pertama
> yang puas terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam
RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah
Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di
lingkungan Peradilan;

6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan
secara optimal;

7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan
Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan
Peradilan dibawahnya;

8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan

sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1)
Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi;
(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses
peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA  Nomor: 142/

yang  diperbarui dengan SK KMA  Nomor:
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017/KMA/SK/II/2012 vyang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar
penanganan perkara: kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus),
kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar
agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan,
(2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat
proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun
pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan,
karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang
mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga
belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga
penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu
dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi
sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan
database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai
dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem
kamar.
b) Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara
masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung
dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung
untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi
konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari
keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat
Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan
penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian
mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar
belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa
diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama
ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan

diperbarui secara berkala.
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c) Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan
mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu
tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga
belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal
ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai
sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan,
belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga
pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim
terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara
ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekruitmen
calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi
dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.
Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak
mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan
nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan
terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya
(small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan
dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari
Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian
perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai
dengan  Surat keputusan Ketua Mahkamah  Agung Nomor:
138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada
Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani
oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada
Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan
ara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya
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terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung RI dalam
mereformasi kinerja Mahkamah Agung RI dan jajarannya serta terlaksanya
kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya
penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran
Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat
Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari
Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada
butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima
oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya
perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya
berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian
perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3
(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam
rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI
dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin
melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung RI membuat
terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi
tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak
harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung RI

menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

(®) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTAT Tt
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Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah
kebijakan sebagai berikut: (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat
miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan
Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun

2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi
meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan
anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi
penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap
masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini
diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan
perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline
bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi
anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan
HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan
kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar
mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban

keuangannya.

b) Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain
melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan
terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat
yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah
dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan
masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran,
diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline

berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat
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kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam

Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c) Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk
membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar
advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak
hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan
agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan
HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan
pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai
dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada
Mahkamah Agung Rl menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani
oleh Mahkamah Agung RI harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan
perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya
terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya
kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari
pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung
dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan
masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah
Agung Rl dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung
Rl..mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013
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tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah
dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara
diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-
perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada
dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: 2
tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan
bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,
ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara
Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan
evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas
Mahkamah Agung RI membuat terobosan untuk penyelesaian perkara
perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan
melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum
formil yang ada, Mahkamah Agung Rl menyusun regulasi sebagai payung

hukum terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga
teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan vyaitu dengan telah dilakukannya Assessment
untuk Pejabat setingkat Eselon Ill dalam pengembangan organisasi, serta
pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat
untuk pejabat setingkat Eselon Ill dan IV, mengembangkan dan
mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi
(Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari
pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan
pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun
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standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit
pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di
Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang

terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan,
permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor: 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang
Berada di Bawah Mahkamah Agung RI, maka Surat Keputusan KMA Nomor:
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai
Negeri pada Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang Berada di
bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan
harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat
dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin
hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin,
peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung RI. Permasalahan lainnya adalah belum
berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan
belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar
minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah
dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada vyaitu telah adanya
kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP)
sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan

pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan
dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI
Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi
yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana,
transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi
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Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan
Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk
mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang
diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan
pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya
perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan
dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah
Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih
merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan Tl yang
komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat
proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan
demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan
informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan
mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau
yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu
kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar
informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan
standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang
dengan teknologi informasi yang memadai.
Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis
Tl terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong
terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.
Pengembangan TI di Mahkamah Agung RI merupakan sarana
pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:
a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses
terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar

pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

(®) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTAT Tt
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b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas
aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi,

permintaan Informasi dan kesaksian;

c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu
dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan
proses berbasis komputer;

d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan
menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan
dan kontrol atas kinerja;

e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis

menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah
Mahkamah Agung RI akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal
yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung RI, melalui suatu
jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia.
Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin
pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi
Mahkamah Agung RI, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai,
serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun

pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu
pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian
pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat
proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik
internal organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di
bawahnya dalam sistem pengelolaan Tl yang komprehensif dan
terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan

agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang

dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan
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dan regulasi dalam bidang Tl di Mahkamah Agung RI dan Badan di
bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi
adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good
Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
terjadinya kebijakan publik;

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-
144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan
informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman
pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan
organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan
informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
144/KMA/VINI/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case
Tracking System (CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02

dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan

Peradilan Agama.

c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI
Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu
kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan
Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten

dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur
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peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian,
diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis,
menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem
manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah
sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut
sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini
juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi
berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi
menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi,
sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai
sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan
(knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat
dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum,
kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard
competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat
dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan
antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain,
contohnya : leadership, communication dan interpersonal relation.
Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan
dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan.
Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang
ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah
memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan
keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM

adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar
kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang
dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta
indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan
minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam
pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga
selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

(®) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTAT Tt
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a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan
yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

d) Remunerasi berbasis kompetensi;

e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka
seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal
sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan
kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang
dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan
rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun
penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau

tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung RI akan
membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil
kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung RI dan badan-
badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi
dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria
promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai
dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar
pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas
antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis
kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan
pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka
pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM
berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena
pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria,
pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta
keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses
pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat

kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah

(®) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTAT Tt
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dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem
pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung
kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan;

2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat
struktural;

3. Badan Peradilan;

4. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan
penguatan SDM pengelolanya;

5. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan
strategi manajemen SDM,;

6. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu
dengan visi, misi dan sasaran organisasi;

7. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap
perubahan sistem, ketentuan dan prosedur;

8. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika
profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan

Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas

wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan

mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan

pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan

dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan

Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis

dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di

masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai

bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam

rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan

cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber

daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga

tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber
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daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas
dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia
yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan
untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang

terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif,
berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan
“Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur
Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and
Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat
terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :
Kelembagaan (institusional);

Sarana dan prasarana yang diperlukan;

Sumber daya manusia;

Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;

Pemanfaatan hasil diklat;

Anggaran diklat; serta

N o gk~ wbd e

Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan

pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian
pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen
dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE).
Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon)
hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan
formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya
akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti
sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim
dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang
terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur

REVIU KE-5 RENCARA STRAGETIS TAHUN 2@IS=2@13 == 34



peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk
mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi

CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim
dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan
berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan
kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep Continuing Judicial Education
(CJE) ini, Mahkamah Agung RI akan sepenuhnya mengembangkan
metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode
ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam
implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge
based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus
belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang

Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada
pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan;

2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi
program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan
yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian
dengan penerapan sistem kamar;

3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi
hakim dan aparat peradilan;

4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan
yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal
untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun

menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan;
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5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM
secara keseluruhan.
Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi
memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM
untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang
tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke
posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan
uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi

Tl dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja

aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan
aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1)
Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter
obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan
kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:
a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi
peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber
Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan
Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan
Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan
(4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan
Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih terkendala
dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana
potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan
Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/1X/2012-
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
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Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah
dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi
Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan

internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi
masyarakat
Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi
masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja
menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua
laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai
ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah,
belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit
untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja
menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua
laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak
masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan
dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan
perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan
potensi yang ada yaitu Keputusan KMA Rl Nomor: 076/KMA/SK/V1/2009
tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan
lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan
Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client
server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah
pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem
Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem
Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi
Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga
strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur
pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan
dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan
perubahan atas SK KMA Nomor: 216/KMA/SK/XI1/2011 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat
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(SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah
penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice
collabolator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan
permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak
pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi
maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk
diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan
terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan
penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas,
peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada
pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk
mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang
dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara
terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial
sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
Redefinisi hubungan Mahkamah Agung Rl dan Komisi Yudisial
sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan
permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama
antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga
Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh
Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung RI.
Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan
Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama
Mahkamah Agung Rldan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor :
02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor: 03/PB/MA/IX/2012-
03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan
Nomor: 04/PB/MA/1X/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara
Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis

ehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah
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melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan
dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan

dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan
Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan
pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola
promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per
arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung RI
dicapai dengan 2 arah Kkebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen
Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan
mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen
Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan
kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem
rekrutmen di Mahkamah Agung RI belum memenuhi kriteria obyektif
sesuai SDM vyang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan
formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih
objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih
mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain
mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya
komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang
ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum
ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten
dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan
fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke
berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan

input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem
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rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk
mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya
Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil
ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta
(meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus
menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim
dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan
antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya
standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim
yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk
mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan
komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan
lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah
dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang
berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi
yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi

berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber
Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem
pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan
karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan
parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah
kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan
belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai
acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk
menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang
selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum
terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan
mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan
sinkronisasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang selama ini

engatur status hakim sebagai PNS dengan UU No0.43/1999 yang
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mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara. Sedangkan
potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem
pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan
yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat
eselon Il untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan
pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat
setingkat eselon Il dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan,
dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1)
mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM
berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2)
menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil
assessmen, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim
dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4) menyusun
standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan
(dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun
regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk
menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.
Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung RI;

b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance,;

c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan

pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan
manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien,
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran
Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan
Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi

yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

(®) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTAT Tt
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1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung RI

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung RI
mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.
Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama.
Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses
pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap
kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan
dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab MA RI sebagai lembaga penegak hukum, maka

ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan
Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung RI dicapai dengan 2 arah
kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai
implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan
Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan
terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) Penataan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan
Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh
menuju good court governance meliputi arah kebijakan sebagai
berikut:

a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator
kinerja kegiatan;

b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang
peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di
Mahkamah Agung RI;

c) Analisis kebutuhan rill sebagai acuan dasar (baseline)
berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;

d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata

kelola aset berbasis risk analysis.
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3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court
governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif
Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan
yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur
business process dan efisiensi manajemen anggaran.

b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai
aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai
dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude
yang menunjang efisiensi dan efektivitas business process.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
a. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan arah dan

kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.
Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan
akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas
sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja:
e Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan
mutasi sesuai dengan kompetensi.
e Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,

dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
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Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
Di samping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik.

Pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dilakukan dengan
cara sidang keliling.

Memantapkan pengakuan dari lembaga lain atau masyarakat
tentang pelayanan yang telah diberikan melalui sertifikat International
Standardization Organization (ISO), Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
Pengadilan Agama se wilayah DKI Jakarta dan Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi.

b. Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut:

1.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI
Jakarta dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada atau karena
tidak tersedia alokasi anggarannya, maka dilakukan Diklat di Tempat
Kerja (DDTK) di kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
dengan narasumber hakim tinggi dari Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta, sehingga anggaran yang dikeluarkan efisien dan ekonomis.

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan
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peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala
dilaksanakan promosi dan mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural
maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan

Tinggi Agama DKI Jakarta.

3. Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dilakukan secara rutin oleh
Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hatiwasbid) dan Hakim Tinggi

Pengawas Daerah (Hatiwasda). Pengawasan dilakukan dengan cara:

a. Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian buku perkara
terhadap perkara-perkara yang sudah diputus dan telah

berkekuatan hukum tetap;

b. Memeriksa buku-buku register, jurnal, buku induk keuangan
perkara, buku keuangan eksekusi, minutasi berkas perkara,
laporan-laporan dan arsip perkara dengan cara mengeksaminasi
apakah sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas,
pola bindalmin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian,
keuangan, tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan,
inventaris kantor, tata ruang dan kebersihan dalam dan luar
kantor;

d. Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

e. Meningkatkan pengawasan dengan menggunakan kemajuan IT.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan
melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para
pegawai selaku pelaksana SOP, melakukan reviu SOP secara
berkala ke arah yang lebih baik dan lebih disosialisasikan kepada
pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan tugas untuk

menambah wawasan pengetahuan pegawai.
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5. Melaksanakan pelayananan hukum bagi pencari keadilan sesuai

dengan standar yang sudah ditetapkan.

6. Melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan

dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.

7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang
dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang Tl serta

mengupayakan anggaran pengembangan Tl untuk pelayanan publik.

8. Membuat usul pembentukan pengadilan agama baru ke Mahkamah
Agung RI dan bekerja sama dengan Bupati Kepulauan Seribu dalam
pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja setelah
mendapatkan pengakuan dari lembaga lain/masyarakat dan
mendapatkan sertifikat 1SO, mendapatkan Akreditasi Penjaminan

Mutu dan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.
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Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

A\ AR A

DIKATOR

AR A A A

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat terhadap
sistem peradilan melalui
proses peradilan yang
pasti, transparan dan
akuntabel

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
kasasi

1. Peningkatan kinerja

Index responden pengadilan
tingkat pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta

Terwujudnya efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Persentase salinan putusan
perkara yang dikirim ke
pengadilan pengaju tepat
waktu

Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah putus

2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik

Peningkatan Kualitas sumber daya
manusia

Pembinaan sumber daya manusia
terkait rotasi dan peningkatan karir
bagi Pegawai Negeri Sipil
Meningkatkan pengawasan dan
pembinaan dilingkungan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta.

Mengoptimalkan pelaksanaan
Standar Operasional Pekerjaan
(SOP).

Membuat standar pelayanan bagi
pencari keadilan yang mengatur
dengan jelas hak dan kewajiban
penyelenggaraan pelayanan maupun
penerima layanan

Penanganan pengaduan yang
cepat

Mengoptimalkan sarana dan
prasarana teknologi informasi yang
dimiliki dengan kemampuan SDM di
bidang TI.

Membuat usul pembentukan
Pengadilan Agama baru ke
Mahkamah Agung RI dan bekerja
sama dengan Bupati Kepulauan
Seribu.

Meningkatkan kualitas pelayanan
dan sistem kerja setelah
mendapatkan pengakuan dari
lembaga lain/masyarakat
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3.3. Kerangka Regulasi

Regulasi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan

kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau

dirujuk dari kebijakan Mahkamah Agung RI yang diterapkan untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri dari:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel

1.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;

3. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama;

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor

W9-A/1171/HK.05/1/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Susunan
Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal
Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor
W9-A/505/HM.02.3/4/2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Agama DKI Jakarta.
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3.4.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31
Januari 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan
Putusan;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor
W9-A/1171/HK.05/1/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Susunan
Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal
Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor
W9-A/505/HM.02.3/4/2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta.

Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, disebutkan bahwa Kepaniteraan pengadilan tinggi agama
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis
dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara sedangkan kesekretariatan pengadilan tinggi agama
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana
dan prasarana di lingkungan pengadilan tinggi agama. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, kepaniteraan dan kesekretariatan
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dihadapkan dengan berbagai permasalahan, tantangan dan perbaikan
tatanan pola kerja dalam rangka menuju clean Governance. Untuk itu,
dituntut terus melakukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan  pemerintah,
Mahkamah Agung RI serta di lingkungan peradilan pada umumnya.
Dengan kemampuan kinerja kelembagaan di Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta, maka banyak permasalahan dan perubahan yang muncul
dapat segera dikelola dengan baik. Dalam hal proses pembelajaran
kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan
kesekretariatan diupayakan terus lebih baik untuk mencapai tujuan yang
telah di tetapkan Mahkamah Agung RI melalui Indikator Kinerja Utama
(IKU) pengadilan tingkat banding. Dengan indikator tersebut, kepaniteraan
dan kesekretariatan diarahkan menjadi organisasi yang bersih, akuntabel,
dan transparan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan
memperlancar tugas operasional organisasi. Bagan struktur organisasi

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sesuai dalam gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2015-
2019

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyusun target kinerja. Target
kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target seperti tertuang
pada tabel dibawabh ini:

Tabel 4.1. Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2015-2019

Uraian Indikator Kinerja 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 Terwujudnya proses a. Persentase sisa perkara
peradilan yang pasti, yang diselesaikan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
transparan dan akuntabel
b. Persentase perkara yang - - 96% | 100% | 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa - - 100% | 100% -
perkara

d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya

hukum
- Kasasi - 60% | 60% | 93% | 93%
- Peninjauan Kembali - 10% | 10% | 97% -
e. Index responden - - 70% | 90% | 90%

pengadilan tingkat pertama
yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

f. Persentase perkara yang - 100% | 100% | 100% -
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 (tiga)

bulan
2 Peningkatan efektivitas a. Persentase salinan putusan| - - 100% | 100% | 100%
pengelolaan penyelesaian perkara yang dikirim ke
perkara pengadilan pengaju tepat
waktu
b. Persentase putusan perkara - - 100% | 100% | 100%

yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu
1 hari setelah putus

c. Persentase (amar) putusan
perkara yang dapat
diakses secara online 75% | 75% |100% | 100% | -
dalam waktu 1 (satu) hari
kerja sejak diputus
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Uraian Indikator Kinerja 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2019

d. Persentase minutasi

ditindaklanjuti

perkara tidak lebih dari 5 - 100% | 100% | 100% -
(lima) hari
3 Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo
Aksesibilitas Masyarakat yang diselesaikan 100% |100% | 100% | 100% )
terhadap Peradilan b. Persentase publikasi
(acces to justice) keadaan perkara secara - - 100% | 100% -
online melalui SIPP
4 Meningkatnya Kualitas a. Persentase pengaduan
Pengawasan masyarakat yang 100% | 100% | 100% | 100% i

b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti

100% | 100% | 100% | 100%

5 Meningkatnya Kualitas a. Persentase pegawai yang
SDM lulus diklat teknis yudisial | 00% | 100% | 100% | 100%

b. Persentase pegawai yang |100% |100% | 100% | 100%
lulus diklat non yudisial

6 Meningkatnya Persentase penyerapan - 95% | 95% | 97%
Pengelolaan Manajerial anggaran
Lembaga Peradilan
Secara Akuntabel, Efektif
dan Efisien

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara

keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran seperti tersebut di

atas didukung oleh Program Badan Urusan Administrasi dan Ditjen Badan

peradilan Agama melalui Program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis
Lainnya Mahkamah Agung RI dengan Kegiatan Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
Indikator kegiatannya adalah:

» Pembayaran gaji dan tunjangan
» Operasional dan pemeliharaan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung RI
Indikator kegiatannya adalah:

» Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

»> Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan

Peningkatan manajemen peradilan agama.

Indikator kegiatannya adalah:

» Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan

» Implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM (dalam (CEET (CEIE (CEEN (CEEN
ribuan) ribuan) ribuan) ribuan) ribuan)
1 Program Dukungan 27.392.095 | 27.505.459 | 26.328.226 | 23.857.006 | 26.828.006
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas teknis
Lainnya Mahkamah Agung
2 Program Peningkatan 75.000 149.000 162.500 187.500 177.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
3 Program Peningkatan 230.480 37.500 37.500 33.450 48.083
Manajemen Peradilan
Agama
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Tabel 4.3. MATRIK REVIU RENSTRA 2015-2019

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”

Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Tujuan Target Jangka Sasaran Strategis

Menengah
Uraian Indikator Kinerja (5 tahun) Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya kepercayaan fa. Persentase sisa perkara 100% Terwujudnya proses peradilan Persentase sisa perkara 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat terhadap yang diselesaikan yang pasti, transparan dan yang diselesaikan
’S)Ls()tseg ?aeerrz(élillzrr]l r;aelizlw b. Persentase perkara yang 100% akuntabel . Persentase perkara yang - - 96% 100% 100%
) diselesaikan tepat waktu diselesaikan tepat waktu
pasti, transparan dan
akuntabel c. Persentase penurunan sisa 100% . Persentase penurunan sisa - - 100% 100% -
perkara perkara
d. Persentase perkara yang . Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya tidak mengajukan upaya
hukum hukum:
- Kasasi 93% - Kasasi - 60% 60% 93% 93%
- Peninjauan Kembali 97% - Peninjauan Kembali - 10% 10% 97% -
le. Index responden 90 . Index responden - - 70% 90% 90%
Pengadilan Tingkat pengadilan tingkat pertama
Pertama yang puas yang puas terhadap
terhadap layanan layanan Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Agama DKl Jakarta
DKI Jakarta
f. Persentase perkara yang 100% Persentase perkara yang - 100% 100% 100% -
diselesaikan dalam jangka diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 3 (tiga) waktu maksimal 3 (tiga)
bulan bulan
Terwujudnya efektivitas a. Persentase salinan putusan 100% Peningkatan efektivitas Persentase salinan - - 100% 100% 100%
pengelolaan penyelesaian perkara yang dikirim ke pengelolaan penyelesaian putusan perkara yang
perkara pengadilan pengaju tepat perkara dikirim ke pengadilan
waktu pengaju tepat waktu
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Uraian Indikator Kinerja a Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
b. Persentase putusan 100% b. Persentase putusan - - 100% 100% 100%
perkara yang menarik perkara yang menarik
perhatian masyarakat perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dapat diakses secara
dalam waktu 1 hari setelah online dalam waktu 1
putus (satu) hari setelah putus
c. Persentase (amar) putusan 100% c. Persentase (amar) putusan 75% 75% 100% 100% -
perkara yang dapat diakses perkara yang dapat diakses|
secara online dalam waktu 1 secara online dalam waktu 1
(satu) hari kerja sejak diputus (satu) hari kerja sejak
diputus
d. Persentase minutasi perkara 100% d. Persentase minutasi perkara
tidak lebih dari 5 (lima) hari tidak lebih dari 5 (lima) hari . 100% 100% 100% )
Terwujudnya peningkatan f@. Persentase perkara prodeo 100% Meningkatnya Aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo 100% 100% 100% 100% -
akses masyarakat yang diselesaikan Masyarakat terhadap yang diselesaikan
terhadap peradilan b. Persentase publikasi 100% Peradilan (acces to justice) b. Persentase publikasi - - 100% 100% -
keadaan perkara secara keadaan perkara secara
online melalui SIPP online melalui SIPP
Terwujudnya kualitas a. Persentase pengaduan 100% Meningkatnya Kualitas a. Persentase pengaduan 100% 100% 100% 100% -
pelayanan hukum kepada masyarakat yang Pengawasan masyarakat yang
masyarakat pencari ditindaklanjuti ditindaklanjuti
keadilan
b. Persentase temuan hasil 100% b. Persentase temuan hasil 100% 100% 100% 100% -
pemeriksaan eksternal yang pemeriksaan eksternal
ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
Terwujudnya kualitas a. Persentase pegawai yang 100% Meningkatnya Kualitas SDM a. Persentase pegawai yang 100% 100% 100% 100% -
aparatur peradilan lulus diklat teknis yudisial lulus diklat teknis yudisial
b. Persentase pegawai yang 100% b. Persentase pegawai yang 100% 100% 100% 100% -
lulus diklat non yudisial lulus diklat non yudisial
Persentase penyerapan 97% Meningkatnya Pengelolaan Persentase penyerapan - 95% 95% 97% -
anggaran Manajerial Lembaga anggaran
Peradilan Secara Akuntabel,
Efektif dan Efisien
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BAB V
PENUTUP

Reviu ke 5 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang
sesuai dengan tuntutan perubahan strategis, baik yang bersifat internal maupun
eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta lingkup
permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan
strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang

ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus terus
disempurnakan dari waktu ke waktu dengan cara direviu setiap tahun. Dalam
reviu ke 5 (lima) ini telah dilakukan perubahan terhadap beberapa tujuan,
sasaran, indikator yang merupakan penyesuaian dari realisasi kinerja Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2019. Dengan demikian renstra ini bersifat
terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat
membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan
penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program kegiatan selama
lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama

DKI Jakarta dapat terwujud maksimal.
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

N[@) KINERJA UTAMA ‘ INDIKATOR KINERJA
- v ]

1 | Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Persentase sisa perkal’a Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
. . 0,
yang diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan * 100% dan
Laporan Tahunan
Catatan:
e Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya
e SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan
Persentase perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu . ., Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan dan
Laporan Tahunan
Catatan:
¢ SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan
Persentase perkara yang ]umlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi x 100% Panitera Laporan Bu|anan
tidak mengajukan upaya Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan dan
hukum kasasi Laporan Tahunan
Catatan:
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan
Index responden Panitera Laporan

pengadilan tingkat pertama
yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

Index kepuasan pencari keadilan

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Semesteran dan
Laporan Tahunan




NO

KINERJA UTAMA

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

Persentase salinan Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim Panitera Laporan Bulanan
putusan perkara yang ke Pengadilan pengaju tepat waktu % 100% dan
dikirim ke pengadilan Cotat Jumlah perkara yang diputus Laporan Tahunan
- atatan:
pengaju tepat wakiu SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Persentase putusan Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Panitera Laporan Bulanan

perkara yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah putus

yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

X 1009
Jumlah putusan perkara ekonomi syariah %

dan
Laporan Tahunan




DAFTAR NAMA PEJABAT/ PEGAWAI KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2019

Last Update : 2 Desember 2019

UNIT KERJA TEMPAT PANGKAT/GOL T™T
LIP USIA PENDIDIKAN JABATAN LAMA KET
NO NAMA, NIP TGL. LAHIR ™T TUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anggna
1 Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H L Kutai 64 Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Ketua/Hakim 28-02-2017 dari KPTA Samarinda
(IV/e) S1 Fak. Hukum
NIP. 150 201 932 12-03-1955 01-10-2011 Utama (2 Tahun) (12-06-2014)
NIP. 19551203 198103 1 001 S2 Fak. Hukum
2 Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum P Yogyakarta 65 Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Wakil Ketua/ | 31-03-2017 dari KPTA Bengkulu
NIP. 150 199 671 20-05-1954 (IVie) S1 Fak. Hukum Hakim Utama (2 tahun) (24-03-2016)
NIP. 19540520 198101 2 001 01-10-2012 S2 Fak. Hukum
S3 Fak. Hukum
3 Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH L Brebes 64 Pembina Utama S1 Fak. Hukum Hakim Utama 09-11-2012 diperbantukan di
NIP. 150 218 701 15-07-1955 (Iv/e) S1 Fak. Syari'ah (7 tahun) BAWAS
NIP. 19550715 198403 1 002 '01-10-2013
4 Drs. H. RUSLAN ABD. GANI, MH L Pamekasan 66 Pembina Utama S1 Fak. Syari‘ah Hakim Utama 09-11-2012 diperbantukan di
NIP. 150 199 691 01-02-1953 (Iv/ie) S2 Fak. Hukum (7 tahun) BAWAS
NIP. 19530201 198101 1 001 01-04-2014
5 Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH P Gresik 63 Pembina Utama S1 Fak. Syari‘ah Hakim Utama 09-11-2012 diperbantukan di
NIP. 150 221 542 15/08/1956 (Iv/e) S1 Fak. Hukum (7 tahun) BAWAS
NIP. 19560815 198503 2 001 01-04-2015 S2. Fak. Hukum




6 Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H Padang 63 Pembina Utama S1 Hukum Perdata Hakim Utama 15-08-2013
NIP. 150 216 794 19/08/1956 (Ivie) S1 Peradilan Agama (6 tahun)
NIP. 19560819 198303 1 005 01-10-2012 S2 Hukum Ekonomi & Bisnis

7 Dr. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H Jatiwangi 62 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 222 777 19/10/1957 (IVle) S1 Syariah (4 tahun) di BAWAS
NIP. 19571019.198503.1.004 01-10-2013 S2 Hukum

S3 Hukum

8 Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H Tokampu 60 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 227 524 Sengkang (Ivle) S1 Syariah (4 tahun) di BAWAS
NIP. 19591231.198603.1.051 31/12/1959 01-04-2018 S2 Hukum

9 Dr. KHAERIL R, M.H. Soppeng 60 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 227 527 31/12/1959 (IVle) S2 Hukum (4 tahun) di BAWAS
NIP. 19591231.198603.1.038 01-04-2018 S3 Hukum

10 Drs. H. DOMIRI, S.H., M.Hum Tegal 60 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 201 878 02-11-1959 (Ivle) S2 Hukum (4 tahun) LITBANG KUMDIL
NIP. 19591102.198103.1.005 01-10-2019

11 Drs. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H Bandung 62 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 190 163 12-03-1957 (IVle) S2 Hukum (4 tahun) LITBANG KUMDIL
NIP. 19570312.197903.1.003 01-10-2019

12 Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H. Tapanuli 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 19-09-2016
NIP. 150 218 644 Selatan (Ivlie) S1 Hukum (3 tahun)
NIP. 19561005.198403.1.006 05-10-1956 01-10-2011 S2 Hukum




13 Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H. Salatiga 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 19-09-2016
NIP. 150 218 950 05-05-1956 (IVle) S2 Hukum (3 tahun)
NIP. 19560505.198403.2.002 01-04-2018

14 Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H Sumedang 62 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 19-09-2016
NIP. 150 223 051 15-05-1957 (Ivle) S1 Hukum (3 tahun)
NIP. 19570515.198503.1.002 01-04-2015

15 Dr. H. AHMAD FATHONI, SH., M.Hum Jakarta 60 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-1-2016
NIP. 150 218 638 03-03-1959 (Ivle) S1 Hukum (4 tahun)
NIP. 19590303.198403.1.002 01-04-2015 S2 Hukum

S3 Hukum

16 Dr. H. ACHMAD ZAINULLAH, S.H., M.H. Surabaya 52 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 255 245 25-10-1967 (Ivie) S2 Hukum (1 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19671025.199203.1.002 01-10-2019 S3 Hukum

17 Drs. H. M. TURCHAN BADRI, S.H., M.H Lamongan, 62 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 221 534 12-07-1957 (IVle) S1 Hukum (1 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19570712.198503.1.003 01-10-2017 S2 Hukum

18 Drs. H. MUHAMMAD YANAS, S.H., M.H. Mamuju 64 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 190 891 02-05-1955 (IVle) S1 Hukum (1 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19550502.197903.1.006 01-04-2018 S2 Hukum

19 Drs. H. MUHAMMAD, S.H., M.H. Sul-Sel 65 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 218 635 20-04-1954 (IVle) S1 Hukum (1 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19540420.198403.1.002 01-04-2018 S2 Hukum




20 | Dr.H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.| Klaten 60 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 20-09-2018 diperbantukan
NIP. 150 218 712 01-02-1959 (Ivlie) S1 Hukum (1 tahun) LITBANG KUMDIL
SK tgl
NIP. 19590201.198403.1.001 01-04-2014 S2 Hukum 138/KMA/SK/VIII/2018
S3 Hukum tgl 9 Agustus 2018
21 Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.H.E.S. Gresik 60 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 240 548 06-07-1959 (IVle) S2 Hukum (1 tahun)
NIP. 19590706.198903.1.001 01-10-2017
22 Dra. N. MUNAWAROH, M.H. Karawang 62 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 218 691 12-04-1957 (Ivle) S2 Hukum (1 tahun)
NIP. 19570412.198403.2.003 01-10-2016
23 Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, S.H., M.H. Tabbae- 65 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 193 281 Bone (IVle) S1 Hukum (1 tahun)
NIP. 19541231.197903.1.058 31-12-1954 01-04-2014 S2 Hukum
24 Drs. H. WAKHIDUN A. R., S.H., M.Hum Kebumen 64 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 202 066 19-10-1955 (Ivie) S1 Hukum (1 tahun)
NIP. 19551019.198103.1.003 01-04-2015 S2 Hukum
25 Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H. Kudus 66 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 198 395 29-12-1953 (IvVie) S1 Hukum (1 tahun)
NIP. 19531229.198003.1.002 01-10-2010 S2 Hukum
26 Dra. Hj. A. SALMIAH, S.H., M.H. Watampone 64 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 234 280 12-01-1956 Madya ( IV/d) S1 Hukum Muda (0 tahun)
NIP. 19560112.198802.2.001 01-04-2017 S2 Hukum




27 H. IMAM AHFASY, S.H. Nganjuk 64 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 169 331 22-01-1956 (1V/e) (0 tahun)
NIP. 19560122.197603.1.002 01-04-2016

28 SULHAN, S.H., M.Hum Jember 59 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 231 202 08-06-1960 (Ivie) S2 Hukum (0 tahun)
NIP. 19600608.198703.1.007 01-04-2019

29 Dra. Hj. KAMARIAH, S.H, M.H. Camba 61 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 218 905 Maros (Ivie) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19581231.198403.2.004 31-12-1958 01-04-2017 S2 Hukum

30 Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. Kebumen 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 221 347 03-09-1956 (IVle) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19560903.198503.1.001 01-10-2014 S2 Hukum

31 Drs. H. A. SAEFULLAH AMIN, S.H., M.H. Kramat 62 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 234 605 Watu (IVle) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19570705.198803.1.002 Serang 01-10-2017 S2 Hukum

05-07-1957

32 Drs. H. ABUBAKAR, S.H., M.H. Indramayu 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 218 647 07-03-1956 (IVle) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19560307.198403.1.001 01-04-2013 S2 Hukum

33 Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H. Jakarta 66 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 216 752 10-05-1953 (IVle) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19530510.198303.1.006 01-04-2015 S2 Hukum




34 Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M. Hum Tegal 64 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 209 908 18-08-1955 (Ivlie) S2 Hukum Islam (0 tahun)
NIP. 19550818.198203.1.005 01-10-2013
35 Drs. H.A. TATA SUTAYUGA, S.H., M.H. Bandung 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 233 403 26-11-1956 (IVle) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19561126.198703.1.003 01-04-2019 S2 Hukum
36 Drs. H. MURI, S.H., M.M. Boyolali 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 218 702 31-01-1956 (IVle) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19560131.198403.1.001 01-04-2014 S2 Manajemen
37 Drs. H.U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H. Sumedang 62 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 12-06-2019
NIP. 150 221 192 30-09-1957 (IVle) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19570930.198503.1.001 01-04-2016 S2 Hukum
38 Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H Bandung 57 Pembina Utama S1 Hukum Panitera 26-12-2018
NIP. 150 228 433 19-05-1960 Madya ( 1V/d) S2 Hukum (1 tahun)
NIP. 19600519.198603.1.005 01-04-2017
Pembina Utama
39 Drs. ERWIN WIDANARKO, S.H., S.A.P., M.Pd. Surabaya 56 Muda ( IV/c) S1. Adm Negara Sekretaris 14-02-2019 | SK tgl 8 Agustus 2018
No. 382/SEKI/Kp.
NIP. 220 000 837 14-01-1964 01-10-2017 S1. limu Hukum (0 tahun) 1/SK/VIN2018
NIP. 19640114.198703.1.003 S1 Statistik Terapan

S2. Pendidikan Magister




40 ABDULLAH, SH. MH. Jakarta 52 Pembina ( IV/a) S1 Fak Hukum Panitera Muda | 01-10-2019
NIP. 150 253 987 17-11-1967 01-04-2015 S2. Fak. Hukum Hukum (0 tahun)
NIP. 19671117 199203 1 005
41 Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH Jakarta 55 Pembina ( IV/a) S1 Fak Hukum Panitera Muda | 31-03-2017
NIP. 150 225 229 17-09-1964 01-10-2009 S2 Fak. Hukum Banding (2 tahun)
NIP. 19640917.198603.2.013
Penata Tk.| Panitera
42 Hj. NASTITI DEWI, SH Jakarta 51 (hd) S1 Fak Hukum Pengganti 16-04-2008
(diperbantukan
Panmud
Banding : 21
NIP. 150 264 007 14-08-1968 01-04-2005 Juni 2018) (11 tahun)
NIP. 19680814 199303 2 005
43 Hj. SRI PURWANING RAHAYU, SH Jakarta, 60 Penata Tk.l S1 Fak Hukum Panitera 16-04-2008
NIP. 150 269 955 27-07-1959 () Pengganti (11 tahun)
NIP. 19590727 199403 2 001 01-10-2006
44 RATU DHIYAFAH, SH Jakarta, 53 Penata Tk.| S1 Fak Hukum Panitera 16-04-2008
NIP. 150 241 960 09-09-1966 (hd) Pengganti (11 tahun)
NIP. 19660909 199002 2 004 01-10-2007
45 MAHRUM, SH Tangerang 57 Penata Tk. S1 Fak Hukum Panitera 10-11-2010
NIP. 150 225 134 12-10-1962 (hd) Pengganti (9 tahun)
NIP. 19621012 198603 1 004 01-04-2013
46 MOHAMAD KHOTIB, SH. MH. Boyolali 50 Pembina ( IV/a) S1 Fak. Hukum Panitera 10-11-2010
NIP. 150 269 090 16-10-1969 01-10-2016 S2 Fak. Hukum Pengganti (9 tahun)

NIP. 19691016 199403 1 002




47 ENDANG PURWIHARTATI, SH. MH Purbalingga 51 Pembina ( IV/a) S1 Fak. Hukum Panitera 27-04-2012
NIP. 150 259 950 08-09-1968 01-04-2012 S2 Fak. Hukum Pengganti (7 tahun)
NIP. 19680908 199303 2 004

48 ADAY, S.Ag., M.H. Ciamis 45 Pembina ( IV/a) S1 Fak Syari'ah Panitera 06-09-2012
NIP. 150 291 118 05-06-1974 01-04-2015 S2 Fak. Hukum Pengganti (7 tahun)
NIP. 19740605 199903 1 003

49 AKHMAD FAUZY, S.H Serang 61 Pembina ( IV/a) S1 Fak.Hukum Panitera 25-05-2016
NIP. 150 228 748 12-02-1958 01-04-2007 Pengganti (3 tahun)
NIP. 19580212 198603 1 004

50 Drs. H. ALY FAHMI, M.H. Jakarta 62 Pembina Tk. | S1 Fak Syariah Panitera 01-02-2017
NIP. 150 209 938 11-12-1957 (IVIb) S2 Fak. Hukum Pengganti (2 tahun)
NIP. 19571211.198203.1.005 01-04-2011

51 H. BANGBANG SRI PANCALA, SH. Sp.I, MH. Ciamis 53 Pembina ( IV/a) S1 Fak Hukum Panitera 14-02-2018
NIP. 150 272 266 05-05-1966 01-10-2009 S1 Notariat Pengganti (1 tahun)
NIP. 19660505 199403 1 006 S2 Fak Hukum

Pembina Tk. |

52 TIMUR ABIMANYU, S.H., M.H. Jakarta, 59 (IVib) S1 Fak. Hukum Panitera 14-02-2018
NIP. 220 000 968 02-08-1960 01-04-2014 S2 Fak Hukum Pengganti (1 tahun)
NIP. 19600802 198703 1 001

53 SAHADI, S.H Cihideung 60 Penata Tk.l S1 Fak. Hukum Panitera 26-12-2018
NIP. 220 001 159 Hilir () Pengganti (1 tahun)
NIP. 19590413.198903.1.001 13-04-1959 01-04-2002




54 Hj. AISYAH HR, SH, MM Jakarta 59 Pembina ( IV/a) S1 Fak. Hukum Panitera 01-07-2019 dari BADILAG
NIP. 150 048 372 03-05-1960 01-10-2011 S2 Fak. Manajemen Pengganti (0 tahun)
(diperbantukan
di panmud
NIP. 19600503.198003.2.001 Banding)
55 Drs. H. RAFIUDDIN, M.H. Jakarta 57 Pembina Tk. | S1 Administrasi Negara Panitera 30-10-2019
NIP. 150 212 523 01-08-1962 (IVIb) S2 Fak Hukum Pengganti (0 tahun)
(diperbantukan
di Panmud
NIP. 19620801 198303 1 003 01-10-2015 Hukum)
56 H. FAUZAN, SH. MH. MM Kendel 55 Pembina Tk. | S1 Fak. Hukum Kepala Bagian | 12-08-2016
Perencanaan
NIP. 150 254 182 05-07-1964 1 (IVIb) S2 Fak Hukum dan (3 tahun)
NIP. 19640705 199203 1 002 01-04-2018 S2. Manajemen Kepegawaian
57 | UNA MUNASIR FATAH, ST, MM Cirebon a7 Penata Tk.| S1. Teknik Sipil Kepala Bagian | 41 47.5019
NIP. 220 002 597 29-11-1972 (nhid) S2. Manajemen Umum dan (0 tahun)
NIP. 19721129 200604 1 001 01-04-2016 Keuangan
Kepala Sub
58 YULITA FITRI HARTATY, SE Jakarta 36 Penata ( lll/ic) S1 Fak. Ekonomi Bagian 01-07-2019
NIP. 19830722 200904 2 007 22-07-1983 01-04-2017 Rencana (0 tahun)
Program dan
Anggaran
59 ELVIRA AMEGIA, M. Kom Padang 38 Penata ( lll/c) S1 Sistem Informasi Kepala Sub 23-12-2015
Kepegawaian
NIP. 19811216.200904.2.002 16-12-1981 01-04-2017 S2 limu Komputer dan TI (4 tahun)




60 DEWI UTARI, SE., MM Salatiga 41 Penata Tk. S1. Ekonomi Akuntansi Kepala Sub 12-03-2019
NIP. 220 002 313 02-01-1979 () S2 Manajemen Bag. (0 tahun)
Keuangan
NIP. 19790102 200604 2 001 01-04-2016 dan
Pelaporan
61 ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM. Ketapang 43 Penata ( lll/c) S1 Fak. Ekonomi Kepala Sub 14-02-2018
Bag. Tata
NIP. 19770105 200912 1 001 05-01-1977 01-04-2018 S2 Fak. Ekonomi Usaha dan (1 tahun)
Rumah
Tangga
62 ECEP AGUS SANI, SH Jakarta 53 Penata Muda SMA Fungsional 01-11-2006
NIP. 220 004 258 28-03-1966 (h/a) S1 Fak.Hukum Arsiparis/ (13 tahun)
NIP. 19660328 200604 1 001 Staf sub.bag
01-04-2015 TU dan RT
(26-12-2018)
63 DINA MARISA, S.Kom Prabumulih 36 Penata ( lll/ic) S1 Tehknik Informatika Fungsional 11-08-2014
NIP. 19830215 200904 2 006 15-02-1983 01-04-2017 Pranata (5 tahun)
Komputer/
Staf Sub Bag.
Kepegawaian
dan TI

(26-12-2018)




64 RIZCKY FALLAH ROMADHON N Jakarta 33 Pengatur Tk. | SMA Staf Sub Bag 01-12-2007
NIP. 220 003 531 13-05-1986 (1/d) Keuangan dan (12 tahun)
NIP. 19860513 200604 1 003 01-04-2018 Pelaporan
65 RESTIANA IRWANTI, SE Jakarta 32 Penata Muda D3 Akuntansi Staf Sub Bag 21-07-2009
NIP. 19870319 200904 2 001 19-03-1987 Tk. 1 (/b)) S1 Fak. Ekonomi Keuangan dan (20 tahun)
Pelaporan
01-04-2016
66 ADE IRMA SURYANI, A. Md Kepahiang 37 Penata Muda D3 ALTRI Staf Sub Bag. 01-05-2012
NIP. 19820514 200904 2 002 14-05-1982 (h/a) Rencana (7 tahun)
01-04-2017 Program dan
Anggaran
(01-10-2017)
67 HADI PUTRA, A. Md Karang 32 Penata Muda D3 Altri Staf Sub Bag. 03-02-2014
NIP. 19871028 201101 1 005 Agung (m/a) Keuangan (5 tahun)
(Way kanan) 01-04-2019 Keuangan dan
28-10-1987 Pelaporan
(14-01-2016)
68 NINING RAHAYUNI, SH Banyumas 53 Penata Tk. SMA Staf 15-02-2016
NIP. 140 189 452 16-10-1966 (hd) S1 Fak. Hukum Kepaniteraan (3 tahun)
NIP. 19661016.198702.2.001 01-04-2016 Hukum
69 HIRDA ARINDAH, A.Md. Jakarta 34 Pengatur Tk. | D3 Manajemen Informatika Staff Sub Bag. 18-11-2019
NIP. 19850908.201503.2.001 08-09-1985 (1/d) Kepegawaian (0 tahun)
01-04-2019 dan TI




KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/ 2497/0T.01.3/12/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

a)

b)

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta perlu mereviu Rencana Strategis tahun 2015-2019;
bahwa untuk mereviu Renstra perlu membentuk Tim
Penyusunan Reviu Renstra 2015-2019;

bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut
dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim penyusunan
reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta.

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan  Pemerintah  Nomor: 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/09 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI
JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA
STRATEGIS 2015-2019

Membentuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2015 — 2019.

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur
dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga
dan bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat dalam
daftar lampiran keputusan ini.

Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab
dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
PadaTanggal : esember 2019
KETUA

Drs: X MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H
19551203 198103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R,



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Nomor
Tanggal

: W9-A/2497/0T.01.3/12/2019
. 27 Desember 2019

TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JABATAN
NO NAMA/NIP DALAM DJ:LBAAI\;IF"AI"I\I:/I KET
DINAS
1 2 3 4 5
1 | Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H Ketua Pembina
NIP. 19551203 198103 1 001
2 | Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum Wakil Ketua Penanggung
Jawab
NIP. 19540520 198101 2 001
3 | Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H Panitera Ketua Tim
NIP. 19600519.198603.1.005
4 | Drs. ERWIN WIDANARKO, S.H., S.A.P., M.Pd. Sekretaris Wakil Ketua
Tim
NIP. 19640114.198703.1.003
5 | ABDULLAH, SH. MH. Panitera Muda Sekretaris
Hukum
NIP. 19671117 199203 1 005
6 | H. FAUZAN, SH. MH. MM Kepala Bagian Anggota
NIP. 19640705 199203 1 002 Perencariaan dan
' Kepegawaian
7 | UNA MUNASIR FATAH, ST, MM Kepala Bagian Anggota
NIP. 19721129 200604 1 001 Umum dan
) Keuangan
8 | Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH Panitera Muda Anggota
Banding
NIP. 19640917.198603.2.013
9 | DEWIUTARI, SE., MM Kepala Sub Bag. Anggota
NIP. 19790102 200604 2 001 Keuangan dan
: Pelaporan
10 | YULITA FITRI HARTATY, SE Kepala Sub Anggota
NIP. 19830722 200904 2 007 Bagen Re
. Program dan

Anggaran




11 | ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM. Kepala Sub Bag. Anggota
NIP. 19770105 200912 1 001 Tata Usahadan
: Rumah Tangga
12 | ELVIRA AMEGIA, M. Kom Kepala Sub Anggota
Bag.
NIP. 19811216.200904.2.002 Kepegawaian
dan TI
13 | ADAY, S.Ag., M.H. Panitera Anggota
Pengganti
NIP. 19740605 199903 1 003
14 RATU DHIYAFAH, SH Panitera Anggota
Pengganti
NIP. 19660909 199002 2 004
15 | ADE IRMA SURYANI, A. Md Staf Sub Anggota
Bagian
NIP. 19820514 200904 2 002 Rencana
Program dan
Anggaran
/
KETUA,
//’/?
7 /f/"':/
“\u,é‘?/

Drs. b MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H

I}\»F": 19551203 198103 1 001
S
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